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QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 18 TAHUN 2OO8

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

B I S M  I T L A H  I  R R A H  M A N I R R A H  I M

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak

Daerah dan Restr ibus i  Daerah sebagaimana te lah d iubah dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan pemer intah Nomor 65 Tahun

2001 tentang Pajak Daerah,  Pajak Penerangan ia lan merupakan jen is  pajak

daerah kabupaten /kota;

bahwa sehubungan dengan hal  tersebut  d ia tas dan dalam upaya menggal i

sumber-sumber Pendapatan Asl i  Daerah (PAD) dalam rangka peningkatan

pelayanan kepada masyarakat ,  par t is ipas i  dan peran masyarakat  da lam

penyelenggaraan pemer intahan dan pembangunan daerah,  per lu

me la  ksa na ka n pem unguta n Paja k  Peneranga n Ja la  n;

c .  bahwa bardasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud dalam huruf  a  dan

b d iatas per lu  d i te tapkan dalam suatu Qanun.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

cara Perpajakan (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun L9g3 Nomor

49,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3262) ,

sebagaimana te lah beberapa kal i  d iubah terakhi r  dengan Undang-undang

Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan (Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 126,  Tambahan Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3984) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retr ibus i

Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1gg7 Nomor 41,

2 .

Tambahan  . . . . . .



Tambahan Lembaran Negara Republ ik  lndonesia Nomor 3685)  sebagaimana

te lah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah

dan Retr ibus i  Daerah (Lembaran Negara Republ ik  lndonesia Tahun 2000

Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 404g) ;

3.  undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak Dengan

Surat  Paksa (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1997 Nom or  42,

Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3686)  sebagaimana

te lah d iubah dengan Undang-undang Nomor 19 rahun 2000 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan

Pajak Dengan Surat  Paksa (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2000

Nomor 129,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 39g7) ;

4.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa

(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2001 Nomor g3,  Tambahan

Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor a110) ;

5.  Undang-undang Nomor 'J '4  Tahun 2002 tentang Pengadi lan pajak (Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,  Tambahan Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4189) ;

6.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun ZOO4

Nomor 53,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 43g9) ;

7.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah

(Lembaran Negara Republ ik  lndonesia Tahun 2004 Nom or  !25,  Tambahan

Lembaran Negara Republ ik  lndonesia Nomor 4437)  sebagaimana te lah d iubah

untuk kedua kal i  dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 200g tenrang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2008

Nomor 59,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4g44;

B.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang per imbangan Keuangan

antara Pemer intah Pusat  dan Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara

Republ ik  lndonesia Tahun 2004 Nomor 1-26,  Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

9.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemer intahan Aceh

(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,  Tambanan

Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor a633) ;

10.  Peraturan . . . . . .



Menetapkan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan

Instansi  Ver t ika l  d i  Daerah (Lembaran Negara Republ ik  lndonesia Tahun 1988

Nomor 10,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3373) ;

11.  Peraturan Pemer intah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,  Tambahan

Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4138) ;

12.  Keputusan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pemungutan

Pajak Peneranga n Jala n;

13.  Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

(Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2AA7 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03) .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT KOTA IANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

QANUN KOTA I-ANGSA TENTANG PAJAK PENERANGAN JAIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun in i  yang d imaksud dengan :

1.  Daerah adalah Daerah Kota Langsa;

2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang terdir i  atas Walikota

dan perangkat Daerah Kota;

Walikota adalah Walikota Langsa;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan

Perwaki lan Rakyat  Kota {DPRK) adalah unsur  penyelenggara Pemer intahan

Daerah Kota yang anggotanya d ip i l ih  mela lu i  Pemi l ihan Umum;

Dewan Perwaki lan Rakyat  Kota (DPRK)adalah DPRK Kota Langsa;

Perangkat  Daerah Kota Langsa adalah unsur  pembantu kepala daerah dalam

penyelenggaraan Pemer intahan Daerah yang terd i r i  dar i  Sekretar ia t  Daerah

3 .
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Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Kecamatan;

7 '  sekretar is  Daerah adalah sekretar is  Daerah Kota Langsa;

8.  Pejabat  adalah pegawai  Neger i  yamg d iber i  tugas d ib idangnya dengan

ketentua n Perunda ng-unda ngan yang berla ku;

9.  Dinas Pengelo laan Keuangan dan Aset  yang se lanjutnya d isebut  DPKA adalah

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa;

1"0.  Kepala Dinas pengeroraan Keuangan dan Aset  adarah Kepara Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa;

11.  Badan L ingkungan Hidup,  Kebers ihan dan per tamanan adarah Badan

Lingkungan Hidup, Kebersihan dan pertamanan Kota Langsa;

12.  Kepala Badan L ingkungan Hidup,  Kebers ihan dan per tamanan adalah Keoata

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan pertamanan Kota Langsa;

13. Perusahaan Listr ik Negara adalah Perusahaan yang disingkat pLN (persero)

Cabang Langsa;

14.  Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya d isebut  pa jak adalah pungutan

Daerah atas penggunaan tenaga l is t r ik  bagi  penerangan ja lan d i  Daerah;

L5 '  Surat  Pember i tahuan Pajak Daerah yang selanjutnya d is ingkat  SptpD adalah

Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran Pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan

Perpajakan Daerah;

l-6' Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSpD adalah surat yang

digunakan o leh Waj ib  Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran

Pajak yang terhutang ke Kas Daerah, atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh

Walikota;

l-7. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKpD adalah surat

keputusan yang menentukan besarnya jumrah pajak yang terhutang;

18. surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat

SKPDKB adalah surat  keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak

yang terhutang,  jumlah kredi t  pa jak,  jumlah kekurangan pembayaran pokok

pajak,  besarnya sanksiadmin is t ras idan jumlah yang masih harus d ibayar ;

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKpDLB

adalah surat  keputusan yang menentukan besarnya jumlah ke lebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredi t  pa jak leb ih besar  dar i  pa jak yang

terhutang atau t idak seharusnya terhutang;

20 .  Su ra t  . . . . . .



20. surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya

dis ingkat  SKPDKBT adalah surat  keputusan yang menentukan tambahan atas

jual  pa jak yang te lah d i te tapkan;

2 l - .  Surat  Ketetapan Pajak Daerah Nih i l ,  yang se lanjutnya d is ingkat  SKPDN adalah

surat  keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama

besarnya dengan jumlah kredi t  pa jak atau pajak t idak terhutang dan t idak ada

kredit pajak;

22.  Surat  Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya d is ingkat  STPD adalah surat

untuk melakukan tag ihan pajak dan/atau sanksi  admin is t ras i  berupa bunga

dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

t1)  Dengan nama Pajak Penerangan Jalan d ipungut  pa jak atas set iap penggunaan

tenaga l istr ik.

(2) Objek Pajak adalah setiap penggunaan Tenaga Listr ik.

(3) Tenaga Listr ik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tenaga Listr ik

yang berasal  dar i  PLN maupun bukan PLN.

(4)  Penggunaan Tenaga L is t r ik  sebagaimana d imaksud ayat  (z)  adalah

penggunaan Tenaga L is t r ik  yang berasaldar i  PLN maupun bukan pLN.

Pasal 3

Dikecual ikan dar i  ob jek pajak adalah :

a .  Penggunaan tenaga l is t r ik  o leh instans i  Pemer intah Pusat  dan Pemer intah

Daerah;

b.  Penggunaan tenaga l is t r ik  pada tempat- tempat  yang d igunakan o leh

Perwaki lan Asing dan Lembaga- lembaga Internasional  dengan atas t imbal

bal ik  sebagaimana ber laku untuk pajak negara;

c. Penggunaan tenaga l istr ik yang bukan berasal dari PLN dengan kapasitas

ter tentu yang t idak memer lukan i j in  dar i  lnstans i teknis  terka i t ;

d .  Penggunaan tenaga l is t r ik  yang khusus d igunakan untuk tempat  ibadah.

Pasal 4

{1)  Subjek Pajak adalah orang pr ibadi  a tau badan yang menjadi  pe langgan l is t r ik

atau pengguna tenaga l is t r ik .

(2 )  wa j i b . . . . . .



(2) wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga

l is t r ik .

(3)  Dalam hal  tenaga l is t r ik  d isediakan o leh pLN maka pemungutan pajak

Penerangan Jalan d i lakukan o leh PLN.

BA8 ilt

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

(1)  Dasar  Pengenaan Pajak adalah n i la i jua l  tenaga l is t r ik .

(2)  Ni la i  JualTenaga L is t r ik  sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  d i te tapkan:

a.  da lam hal  tenaga l is t r ik  berasal  dar i  PLN dengan pembayaran,  n i la i  jua l

tenaga l is t r ik  adalah jumlah tag ihan b iaya beban d i tambah dengan b iaya

pemakaian k i lowat t  hour  (kwh)yang d i te tapkan dalam rekening l is t r ik ;

b .  da lam hal  tenaga l is t r ik  bukan berasal  dar i  PLN dengan t idak d ipungut

bayaran,  Ni la i  Jual  Tenaga L is t r ik  d ih i tung berdasarkan kapasi tas tersedia,

penggunaan l istr ik atau taksiran penggunaan tenaga l istr ik dan harga

satuan l is t r ik  yang ber laku d iwi layah Kota Langsa.

(3)  Harga satuan l is t r ik  sebagaimana d imaksud pada ayat  (2)  but i r  b  d i te tapkan

oleh Wal ikota dengan berpedoman harga satuan l is t r ik  yang ber laku dan

PLN,

Pasal 5

Tarif  pajak ditetapkan sebagai berikut :

a .  penggunaan tenaga l is t r ik  yang berasal  dar i  PLN dan bukan untuk golongan

industri  sebesar 7% (tujuh persen);

b.  penggunaan tenaga l is t r ik  yang berasal  dar i  PLN dan untuk industr i  sebesar

5 % { l ima persen) ;

c .penggunaan tenaga l is t r ik  yang bukan berasal  dar i  PLN dan bukan untuk

industri  sebesar 7% (tujuh persen);

d.  penggunaan tenaga l is t r ik  yang bukan berasal  dar i  PLN dan untuk industr i

sebesar  5% { l ima persen) .

B A B  t V . . . . . .



BAB IV

WILAYAH PUNGUTAN DAN

CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1)  Pajak yang terhutang d ipungut  d i  Daerah tempat  penggunaan tenaga l is t r ik .

(2)  Besarnya pajak terhutang d ih i tung dengan cara mengal ikan tar i f

sebagaimana d imaksud pasal  6  dengan dasar  pengenaan sebagaimana

dimaksud Pasal  5 .

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERHUTANG DAN SURAT

PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)  bu lan takwin.

Pasal 9

Pajak terhutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SKpD (Surat

Ketetapan Pajak Daerah) .

Pasal 10

(1)  Set iap Waj ib  Pajak yang menggunakan tenaga l is t r ik  bukan PLN waj ib  mengis i

SPTPD (Surat  Pember i tahuan pajak Daerah) .

{2)  SPTPD sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  harus d i is i  dengan je las,  benar

dan lengkap ser ta d i tandatangani  o leh waj ib  pajak atau kuasanya.

(3)  Waj ib  Pajak yang menggunakan tenaga l is t r ik  PLN, daf tar  rekening l is t r ik  yang

di terb i tkan o leh PLN merupakan SptpD.

(4)  SPTPD sebagaimana d imaksud ayat  (1) ,  harus d isampaikan kepada Wal ikota

selambat- lambatnya 15 ( l ima belas)  har isete lah berakhi rnya masa pajak.

(5)  Bentuk,  is i  dan ta ta cara pengis ian SptpD d i te tapkan o leh Wal ikota.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

Berdasarkan sPtPD sebagaimana d imaksud pasal  10 ayat  {1) ,  wal ikota

menetapkan pajak terhutang dengan menerb i tkan SKpD.

Pasal  12. . . . . .



Pasal 12

(1)  Waj ib  Pajak yang membayar  sendi r i ,  SPTPD sebagaimana d imaksud dalam

Pasal  11 d igunakan untuk menghi tung,  dan menetapkan pajak sendi r i  yang

terhutang.

(2)  Dalam jangka waktu 5 ( l ima)  tahun sesudah saat  terhutangnya pajak,

Wal ikota dapat  menerb i tkan :

a. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar);

b .  SKPDKBT (Surat  Ketetapan Pajak Daerah l (urang BayarTambahan) ;

c .  SKPDN (Surat  Ketetapan Pajak Daerah Nih i l ) .

(3)  SKPDKB (Surat  Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)  sebagaimana d imaksud

pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

a .  Apabi la  berdasarkan hasi l  pemer iksaan atau keterangan la in ,  pa jak yang

terhutang t idak atau kurang d ibayar ,  d ikenakan sanksi  admin is t ras i ;

b .  Apabi la  kewaj iban mengis i  SPTPD t idak d ipenuhi ;

c .  Apabi la  SPTPD t idak d isampaikan dalam jangka waktu yang d i tentukan dan

di tegur  secara ter tu l is ,  d ikenakan sanksi  admin is t ras i .

{4) SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)

sebagaimana d imaksud pada ayat  2  huruf  b  d i terb i tkan apabi la  d i temukan

data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan

penambahan jumlah pajak yang terhutang.

{5)  SKPDN (Surat  Ketetapan Pajak Daerah Nih i l )  sebagaimana d imaksud pada

ayat  (2)  huruf  c  d i terb i tkan apabi la  jumlah pajak yang terhutang sama

besarnya dengan jumlah kredi t  pa jak atau pajak t idak terhutang dan t idak

ada kredit pajak.

t6)  Apabi la  kewaj iban membayar  pajak terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT

sebagaimana d imaksud pada ayat  (2)  huruf  a  dan b t idak atau t idak

sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan, ditagih dengan

menerb i tkan SPTPD di tambah dengan sanksi  admin is t ras i  berupa bunga

sebesar 2% ldua persen) sebulan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1)  Pembayaran pajak d i lakukan d i  Kas Daerah atau tempat  la in  yang d i tun juk

oleh Wal ikota sesuai  waktu yang d i tentukan dalam SPIPD, SKPD, SKPDKB, dan

SKPDKBT.

(2 )  Apab i l a  . . . . . .



(2)

t3)

Apabi la  pembayaran pajak d i lakukan d i  tempat  la in  yang d i tun juk,  has i l

penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya rx24 jam.

Pembayaran pajak sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  dan ayat  (z)

d i lakukan dengan menggunakan SSPD (Surat  Setoran pajak Daerah) .

Pasal 14

{1)  Pembayaran pajak harus d i lakukan sekal igus atau lunas.

(2) walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk

mengangsur  pajak terhutang dalam kurun waktu ter tentu,  sete lah memenuhi

persya rata n ya ng ditentukan.

(3)  Angsuran pembayaran pajak sebagaimana d imaksud pada ayat  (1) ,  harus

dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar

2% (dua persen)  sebulan dar i jumlah pajak yang belum atau kurang d ibayar .

{4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda

pembayaran pajak sampai  batas waktu yang d i tentukan sete lah memenuhi

persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua

persen)  sebulan dar i jumlah pajak yang belum atau kurang d ibayar .

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata

cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana d imaksud pada ayat

(2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

set iap pembayaran pajak sebagaimana d imaksud pasal  14 d iber ikan tanda

bukt i  pembayaran dan d icatat  da lam buku pener imaan.

Bentuk,  jen is ,  is i ,  ukuran tanda bukt i  pembayaran dan buku pener imaan

pajak sebagaimana d imaksud pada ayat  (1) ,  d i te tapkan o leh wal ikota.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN PAIAK

Pasal 15

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal

t indakan pelaksanaan penagihan pajak d ike luarkan 7 ( tu juh)  har i  se jak saat

ja tuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 ( tu juh)  har i

Peringatan atau surat lainnya yang

yang terhutang,

(1 )

(2 )

setelah tanggal Surat Teguran atau Surat

se jenis ,  Waj ib  Pajak harus melunasi  pa jak

(2)

(3 )  Su ra t  . . . . . .



(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana

dimaksud pada ayat  (1)  d ike luarkan o leh Wal ikota.

Pasal 17

(1)  Apabi la  jumlah pajak yang masih harus d ibayar  t idak d i lunasi  da lam jangka

waktu sebagai  mana d i tentukan dalam Surat  Teguran,  Surat  Per ingatan atau

surat  la in  yang se jenis ,  jumlah pajak yang harus d ibayar  d i tag ih dengan surat

Pa ksa.

(2) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua

puluh satu)  har i  se jak tanggal  Surat  Teguran atau Surat  Per ingatan atau surat

la in  yang sejenis .

Pasal 18

Apabi la  pajak yang harus d ibayar  t idak d i lunasi  da lam jangka waktu 2 x  24 jam

sesudah tanggal  pember i tahuan Surat  Paksa,  Wal ikota segera menerb i tkan Surat

Per in tah melaksanakan penyi taan.

Pasal 19

sete lah d i lakukan penyi taan dan waj ib  pajak belum juga melunasi  hutang

pajaknya setelah lewat 10 {sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah

Melaksanakan Penyi taan,  wal ikota segera mengajukan permintaan penetapan

tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Sete lah Kantor  Le lang Negara menetapkan har i ,  tanggal ,  jam dan tempat

pelaksanaan le lang,  Juru Si ta  member i tahukan dengan segera secara ter tu l is

kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

Bentuk,  jen is  dan is i  formul i r  yang d igunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak

Daerah d i te tapkan o leh Wal ikota.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

{1)  wal ikota berdasarkan permohonan waj ib  pajak dapat  member ikan

pengura nga n,  ker inganan dan pem bebasa n paja k .

(2)  Tata . .  . . .



{2)  Tata cara pember ian pengurangan,  ker inganan dan pembebasan pajak

sebagaimana d imaksud pada ayat  (1) ,  d i te tapkan o leh Wal ikota.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1)  wal ikota atau Pejabat  yang d i tun juk karena jabatannya atau atas

permohonan waj ib  pajak dapat  :

a .  membetu lkan sKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau srpD yang dalam

penerb i tannya terdapat  kesalahan tu l is ,  kesalahan h i tung,  dan/atau

kekel i ruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan

Daerah;

b.  membata lkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang t idak benar ;

c .  mengurangkan atau menghapuskan sanksi  admin is t ras i  berupa bunga,

denda,  dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal  sanks i  tersebut

d ikenakan karena kekhi la fan waj ib  pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2)  Permohonan pembetu lan,  pembata lan,  pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi  admin is t ras i  a tas sKpD, sKpDKB,

SKPDKBT dan STPD sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  harus d isampaikan

secara tertul is oleh Wajib Pajak kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk

selambat- lambatnya 30 ( t iga puluhi  har i  se jak tangal  d i ter ima SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT, atau STPD dengan member ikan a lasan yang je las.

(3)  wal ikota atau Pejabat  yang d i tun juk pal ing lama 3 ( t iga)  bu lan se jak surat

Permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat  (2)  d i ter ima,  sudah harus

member ikan keputusannya.

(4)  Apabi la  sete lah lewat  waktu 3 ( t iga)  bu lan sebagaimana d imaksud pada ayat

(3), walikota atau Pejabat yang ditunjuk t idak memberikan keputusan,

permohonan pembentu lan,  pembata lan,  pengurangan ketetapan dan

pengha pusan atau pengura ngan sa nks i  admi  n is t ras i  d ia  nggap d ikabulkan.

BAB X I  . . , . . .



BA8 XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

(1)  Waj ib  Pajak dapat  mengajukan keberatan kepada Wal ikota atau pejabat  yang

di tun juk terhadap pelaksanaan penagihan yang d idasarkan kepada :

a. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah);

b.  SKPDKB (Surat  Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar) ;

d .  SKPDKBT {surat  Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar  Tambahan) ;

e. SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar);

f .  SKPDN (Surat  Ketetapan Pajak Daerah Nih i l ) .

(2)  Pengajuan keberatan sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  harus d ia jukan

secara ter tu l is  da lam jangka waktu 3 ( t iga)  bu lan se jak tanggal  sKpD, sKpDKB,

SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN di ter ima o leh Waj ib  Pajak,  kecual i  apabi la  Waj ib

Pajak dapat  menunjukkan bahwa jangka waktu i tu  t idak dapat  d ipenuhi

karena keadaan d i  luar  kekuasaannya.

(3)  wal ikota atau Pejabat  yang d i tun juk dalam jangka waktu pal ing lama 12 (dua

belas)  bu lan se jak tanggal  permohonan keberatan sebagaimana d imaksud

pada ayat  (2)  d i ter ima waj ib  member ikan keputusannya.

{a)  Apabi la  sete lah lewat  waktu 12 (dua belas)  bu lan sebagaimana d imaksud

pada ayat  (3) ,  wal ikota atau pejabat  yang d i tun juk t idak member ikan

keputusa nnya,  permohonan keberatan d iangga p d ikabulka n.

{5)  Pengajuan keberatan sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  t idak menunda

kewaj iban membayar  pajak.

Pasal 25

{1)  waj ib  Pajak dapat  mengajukan banding kepada pengadi lan pajak dalam

jangka waktu 3 ( t iga)  bu lan sete lah d i ter imanya keputusan keberatan.

(2)  Jangka waktu sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  t idak mengikat  apabi la

jangka waktu yang d imaksud t idak d ipenuhi  karena keadaan d i  luar  kekuasaan

pemohon banding.

(3)  Banding hanya dapat  d ia jukan apabi la  jumlah yang terhutang d imaksud te lah

dibayar  sebesar  50% ( l ima puluh persen) .

Pasal 25

Apabi la  pengajuan keberatan sebagaimana d imaksud Pasal  24 atau banding

sebagaimana d imaksud Pasal  25 d ikabulkan sebagian atau se luruhnya,  ke lebihan

pemoayaran . . . . . .



pembayaran pajak d ikembal ikan

(dua persen)  sebulan untuk pal ing

dengan d i tambah imbalan bunga sebesar

lama24 (dua puluh empat)  bu lan.

2%

( 1 )

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAVARAN PAJAK

Pasal2T

Waj ib  Pajak dapat  mengajukan permohonan pengembal ian ke lebihan

pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara

ter tu l is  dan menyebutkan :

a .  Nama dan a lamat  Waj ib  Pajak;

b.  Masa pajak;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d.  A lasan yang je las.

Wal ikota atau Pejabat  yang d i tun juk dalam jangka waktu pal ing lama 12 (dua

belas)  bu lan se jak d i ter imanya permohonan pengembal ian ke lebihan

pembayaran pajak sebagaimana d imaksud ayat  {1)  waj ib  sudah member ikan

keputusa n.

Apabi la  jangka waktu sebagaimana d imaksud pada ayat  (2)  d i lampaui

Wal ikota atau Pejabat  yang d i tun juk t idak member ikan keputusan,

permohonan pengembal ian ke lebihan pembayaran pajak d ianggap

dikabulkan dan SKPDLB harus d i terb i tkan dalam waktu pal ing lama 1 (satu)

bu lan .

Apabi la  Waj ib  Pajak mempunyai  hutang pajak la innya,  ke lebihan

pembayaran pajak sebagaimana d imaksud pada ayat  (2)  langsung

diperh i tungkan untuk melunasi  ter leb ih dahulu hutang pajak d imaksud.

Pengembal ian ke lebihan pembayaran pajak d i lakukan dalam waktu pal ing

lama 2 (dua)  bulan se jak d i terb i tkannya SKPDLB dengan menerb i tkan Surat

Per in tah Membayar  Kelebihan Pajak (SPMKP).

Apabi la  pengembal ian ke lebihan pembayaran pajak d i lakukan sete lah lewat

waktu 2 (dua)  bulan se jak d i terb i tkannya SKPDLB, Wal ikota member ikan

imbalan bunga sebesar  2% (dua persen)  sebulan atas keter lambatan

kelebihan pembayara n pajak.

Pasal 28

Apabi la  ke lebihan pembayaran pajak d iperh i tungkan dengan uang pajak la innya,

(2)

(3 )

(4)

(s)

(6)



sebagaimana d imaksud dalam Pasal  27 ayat  (4) ,  pembayarannya d i lakukan

dengan cara pemindahbukuan dan bukt i  pemindahbukuan juga ber laku sebagai

bukt i  pembayaran.

BAB XIII

KEDALUARSA

Pasal 29

(1)  Hak untuk melakukan penagihan pajak,  kedaluarsa sete lah melampaui  jangka

waktu 5 { l ima)  tahun terh i tung se jak saat  terhutangnya pajak,  kecual i  apabi la

waj ib  pajak melakukan t indak p idana d ib idang perpajakan Daerah.

{2)  Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  ter tangguh

apabi la  :

a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau

b.  Ada pengakuan hutang pajak dan waj ib  pajak baik  langsung maupun t idak

langsung.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Bagian Pertama

Sanksi Administrasi

Pasal 30

{1)  Set iap Waj ib  Pajak yang t idak atau kurang membayar  sete lah lewat  waktu

pal ing lama 30 ( t iga puluh)  har i  se jak d i ter imanya sKpD sebagaimana

dimaksud Pasal  l -1 ,  d ikenakan sanksi  admin is t ras i  berupa bunga sebesar  2%

(dua persen)  sebulan.

(2)  Pengenaan denda admin is t ras i  sebagaimana d imaksud ayat  (1)  d i tag ih dengan

menerbitkan STPD.

Pasal 31

(1)  Set iap Waj ib  Pajak yang melakukan pelanggaran :

a .  t idak atau kurang bayar  pajak sete lah d i lakukan pemer iksaan atau adanya

keterangan la in ;

b.  t idak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang d i tentukan dan

telah ditegur secara tertul is.

d i kenaka  n  . . . . . .



(2 )

dikenakan sanksi  admin is t ras i  berupa bunga sebesar  2% (dua persen)  sebulan

dar i  pa jak yang t idak,  kurang atau ter lambat  d ibayar  untuk jangka waktu

selama- lamanya 24 (dua puluh empat)  bu lan terh i tung se jak saat

terhutangnya pajak.

Setiap Wajib Pajak yang t idak melakukan pengisian SpTpD, pajak

terhutangnya d ih i tung secara jabatan,  dan d ikenakan sanksi  admin is t ras i

berupa kenaikan sebesar  25 {dua puluh l ima persen)  dar i  pokok pajak dan

di tambah sanksi  admin is t ras i  berupa bunga sebesar  2% (dua persen)  sebulan

dar i  pa jak yang t idak,  kurang atau ter lambat  d ibayar  untuk jangka waktu

selama- lamanya 24 (dua puluh empat)  bu lan terh i tung se jak saat

terhutangnya pajak.

Untuk pengenaan denda admin is t ras i  sebagaimana d imaksud ayat  (1)  dan {2)

d i terb i tkan SKPDKB

Pasal 32

(1) Setiap Wajib Pajak yang karena ditemukannya data baru atau data yang

semula belum terungkap sehingga menyebabkan penambahan jumlah pajak

yang terhutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar lOA%

(seratus persen)  dar i jumlah kekurangan pajak tersebut .

(2)  Pengenaan denda admin is t ras i  sebagaimana d imaksud ayat  (1)  d i terb i tkan

SKPDKBT.

Pasal 33

Set iap Waj ib  Pajak karena t idak melaksanakan kewaj iban membayar  pajak

terhutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana d imaksud pada Pasal  31 dan

Pasal  32,  ser ta t idak atau t idak sepenuhnya membayar  dalam jangka waktu yang

di tentukan dalam keputusan d imaksud,  d i tag ih dengan menerb i tkan srpD

di tambah dengan sanksi  admin is t ras i  berupa bunga sebesar  2% (dua persen)

sebu lan .

Pasal 34

Tidak d ikenakan sanksi  admin is t ras i ,  apabi la  Waj ib  Pajak melaporkan sendi r i

adanya kekurangan pajak terhutang sebelum di lakukan t indak pemer iksaan.

{3 )

Pasa l  35  . . . . . .



( 1 )

Pasal 35

Waj ib  Pajak yang karena kealpaannya t idak menyampaikan SPTPD atau mengis i

dengan t idak benar  atau t idak lengkap atau melampirkan keterangan yang t idak

benar ,  d ikenakan denda admin is t ras i  sebesar  Rp.  100.000,00 (Seratus r ibu

rupiah) .

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 36

Barang s iapa melanggar  ketentuan sebagaimana d imaksud dalam Qanun in i

dapat  d iancam hukuman p idana kurungan pal ing lama 6 {enam) bulan

kurangan atau denda sebanyak banyaknya Rp.  5.000.000,00 { l ima ju ta

rupiah) .

T indak p idana sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  adalah pelanggaran.

Tindak p idana sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  t idak d i tuntut  sete lah

melampaui  jangka waktu 10 {sepuluh)  tahun sejak saat  terhutangnya pajak

atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

(1)  Penyid ik  Pegawai  Neger i  S ip i l  ter tentu d i  l ingkungan Pemer intah Kota d iber i

wewenang khusus sebagai  Penyid ik  untuk melakukan penyid ikan t indak

pidana d ib idang Perpajakan Daerah.

(2)  Dalam melaksanakan tugas penyid ikan,  para Penyid ik  Pegawai  Neger i  S ip i l

sebagaimana d imaksud ayat  (1)  berwenang:

a.  Mener ima,  mencar i ,  mengumpulkan dan menel i t i  keterangan atau

laporan berkenaan dengan t indak p idana d ib idang Perpajakan Daerah;

b.  Menel i t i ,  mencar i ,  mengumpulkan dan menel i t i  keterangan mengenai

orang pr ibadi  a tau badan tentang kebenaran perbuatan yang d i lakukan

sehubungan dengan t indak p idana d ib idang Perpajakan Daerah;

c.  Meminta keterangan dan bahan bukt i  dar i  orang pr ibadi  a tau badan

sehubungan dengan t indak p idana d ib idang Perpajakan Daerah;

d.  Memer iksa buku-buku,  catatan-catatan dan dokumen-dokumen la in

berkenaan dengan t indak p idana d ib idang Perpajakan Daerah;

(2 )

(3 )



e.  Melakukan penggeledahan untuk mendapat  bahan bukt i  pembukuan,

pencatatan dan dokumen-dokumen la in  ser ta melakukan penyi taan

terhadap bahan bukt i  tersebut ;

f .  Meminta bantuan tenaga ahl i  da lam rangka pelaksanaan tugas penyid ikarr

d ib idang Perpajakan Daerah;

g.  Menyuruh berhent i ,  melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat  pada saat  pemer iksaan sedang ber langsung dan memer iksa

ident i tas orang ber ikut  dokumen yang sedang d ibawa sebagaimana

dimaksud pada huruf  e  d i  a tas;

h.  Memotret  seseorang yang berkai tan dengan t indak p idana d ib idang

Perpajakan Daerah;

i .  Memanggi l  orang untuk d idengar  keterangannya dan d iper iksa sebagai

tersangka atau saksi;

j .  Menghen t i kanpeny id i kan ;

k.  Melakukan t indakan la in  yang d ianggap per lu  untuk ke lancaran

penyid ikan t indak p idana d ib idang Perpajakan Daerah menurut  hukum

yang da pat dipertanggungjawa bka n.

(3)  Penyid ik  sebagaimana d imaksud pada Ayat  (1)  member i tahukan d imula inya

penyid ikan dan menyampaikan hasi l  penyid ikannya kepada penuntut  umum

sesuai  dengan ketentuan yang ber laku.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat  Qanun in i  mula i  ber laku,  maka segala ketentuan yang mengatur  pa jak

Penerangan Jalan yang ber tentangan dengan Qanun in i  d icabut  dan d inyatakan

t idak ber laku lag i .

Pasal 39

Hal-hal  yang belum diatur  da lam Qanun in i  sepanjang mengenai  ketentuan

pelaksanaanya akan d i te tapkan kemudian sesuai  dengan ketentuan perundang-

undangan.

P a s a l  4 0 . . . . . .



Pasal 40

Qanun in i  mula i  ber laku se jak tanggal  d iundangkan.

Agar  set iap orang dapat  mengetahuinya,  memer intahkan pengundangan Qanun

in i  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

D isahkan  d i
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La ngsa

27 Oktober 2008 M

/*o,, TA TANGSA\P

27 Syawal t429H

-AA - zuulru znr
Diundangkan d i  Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M

27 Syawal 1,429 H

a--0sernerR

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO8 NOMOR 18


